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DEWAN PERWAIilLAN RAI(YAT DAERAH
I(OTA SURABAYA

Jl. Yos Sudarso No. 18 - 2O Surabaya - 6O272
Telp. (031) 5463551 Fax. (O31) 5463547

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR: 26 TAIIUN 2O15

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUI(AN PERATURAN DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAITYAT DAERAII KOTA SURABAYA,

bahr,l'a Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah
dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan pasal
239 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Oi4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20l5;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 37 ayat (2) Undang-
undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembenfukan
Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan pasal 239 ayat
(3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta
ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menten Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, Program Pembentukan Perda sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Keputusal Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsr Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istemewa Yoryakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Tahun 2965 Nomor 19 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 201 I Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teptang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20 14

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Unding Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679\;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20 14

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Dervan Pern akilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib
Dewan Perwakiian Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004
Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor
3/A) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 T ahun 2OO7
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahr-m 2007 Nomor 4);

1 O. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surabaya Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Surabaya kepada Ketua Dewan Pewakilan
Rakvat Daerah Kota surabaya Nomor
15O148131436.1.212015 tanggal 18 September 2015
perihal Pengajuan Daftar Rancangan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun
20t6.

2. Surat Ketua DPRD Kota Surabaya Nomr
172/28781436.5/201.5 tanggal 09 Nopember 2015
perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kota Surabal'a Tahun 20 16;

3. Surat Komisi A DPRD Kota Surabaya Nomor l2llKom
AlEkslXIl2OIS tanggal 23 Nopember 2015 perihal
Usulan Judul Program Raperda;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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4. Surat Komisi B DPRD Kota Surabaya Nomor 23/Komisi
BlXIl2OlS tanggal 20 Nopember 2015 perihal Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun
2016;

5. Surat Komisi C DPRD Kota Surabaya Nomor OT4|KOM'
C/Xl/2Ol-r tanggal 20 Nopember 2015 perihal Usulan
Raperda Usul Prakarsa;

6. Surat Komisi D DPRD Kota Surabaya Nomor 53/Komisi
D/Xll2Oll- tanggal 16 Nopember 2015 perihal Usulan
Judul Program Pembentukan Perda Kota Surabaya
Tahun 2016;

7. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD
Kota Surabaya bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota
surabaya tanggal 9 Nopember 2016;

8. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya
tanggal 23 Nopember 2016

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016

Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016 dimaksud dalam diktum kesatu dituangkan
dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Keputusan Dewan Perwakilan Rairyat Daerah Kota Surabaya
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Nopember 2015

RAI(YAT DAERAH
YA,

tua



LAMPIRAN; KEPUTUSAN DPRD KOTA SURABAYA
NOMOR
TANGGAL

: 26 TAHUN 201515
: 25 Nopember 2015

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016

No TENTANG HlBt
STATUS

Pelaksanaa
n

DISEIITAI SKPD/
Unit kerja/

lnstansl
terkait

Ket.

Baru IIbah
Naskah

ALademl
k

! ateu
,eteratr

ao
1 ) j 4 5 6 7 8 9 10

Pencegahan
dan
peningkatan
kualitas
terhadap
Perumahan
Kumuh dan
atau
Permukiman
Kumuh;

,l
Penataan
Perumahan
Kumuh dan
atau
Per-rnukima
n Kumuh;

Badan
Perencanaa

Pembangun;
D. Dinas cipta

karya dan

L Pematusan;

13. Dinas Tanah
i dan

Bangunan
h. Bag. Hukum

Prakarea
DPR^D

Penera pan
Sistem (ln Llne
Pa rak' -J: :.' sistem dan()n llne i .,ITANSAKS1
terhadaD
;:.':;--" usaha dan

2. l1''.'- oelaporanPerktr
Paiak Hotel. serta

Pal,rk Pemoa'varan
' DaraK secara

Restora 11 ' :.. onllnedan Palak

. Badan
Perencanaan
Pembalgun;

. Dinas
Kebudayaan
dan
pariwisata

. Dinas
Pendapatan
dan
Keuangan
daerah.

. Dinas
Komunikasi
dan

Prakersa
DPRD

Hib

'-

3.

Konpen
Pe kerj ai
KonstrLr
terhada
Lingkur
Sekitar;

Pel-l

I ra,r I

+. i Perr

I d.,,
lRerr

Pa rl

Intormatika
5. Bag. Binz

Program.
6. Bas. Hukum.

L

Pengelolaan
npensasr dan
kerla.in Konpensasl
nstruksi dampak
hadap Pekerjaan
rgkungan I Konstruksi
kitar; i terhadap

,Lrngkungan
rSekitar

Perencanaan
Pembangun;

2. Dinas Cipta
karya dan
Pematusan,

3. Dinas PU.
Bina Marga;

4. Bag. Hukum;

F ""t 
Bina

Program
6. ere.

Perlengkapa
n

Prakarea
DPR"D

Lr5'elerrgga Penl'elenggar
rn aan
rparkiran I Perparkiran
,, I dan Retribu si
tribusi Parkir .

rkrr

UU,
Nomor 28
Tahun
2009
tentang
Paj ak
Daeralr
dan

1.

Perencanaan
Pembangun;

2. Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuanqan:

Prakersa
DPR.D

,.1
lka
BinaJ



Retribusi
Daerah;

.PPNo97
Tahun
2012
tentang
Retribusi
Pengendal
ian Lalu
Lintas
dan
Retribusi
Perpanjan
gan lzrn
Mempeker
jakan
Tenaga
Kerl a

6.

Penr elengga
raan
Tanggun€i
Jawab
Sosial dan
Lrngkungan
Perusahaan
(CSR)

Pen,r elenggar
aan
Tanggung
Jar,r'ab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan
(CSR)

1. Badan

1. Asisten
Sekda

Perencanaan
Pembangun;
Dinas Sosial;
Dinas
Perhubunga
n;
Bag.
Program;

Hukum

Prakarsa
DPRD

Prakarsa
DPRD
(8PP)

BantLlan
[]uklrm
Pemeflntiih
an Daerah
Kota
SurabaYa

Bantuan
Hukum
Pemerintaha
n Daerah
Kota
Surabal a

Undang-
undang
Nomor 23
Tahun
20 r4
tentang
Pemerintah
an Daerah.
Perda
Nomor 8
Tahun
2008
tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah
PP Nomor
79 Tahun
2005
tentang
Pedoman

.lnspektorat

. Bag. Hukum

.Bag.
Pemerintaha
n

. Satpol PP

. Bakesbang
Linmas

, BKD
. Ortala
. Sekretaris
DPRD

Peng:ru asa
n Tenag
Kerja Asin
Jembatan
Penl e beran
gan Orang
(JPO) dan

Pembinaan
dan
Pengawasa
n

I Pen) elengg
I ".r^.,I Pemerintah
I an Daerah

an Ijin dan
I Penga$ asan
ga Tenaga Kerja

Prakarse
DPRI)

Kom. (A)

Jembatan
Penl eberang
an Orang
(JPO) dan
Tempat

Prakarsa
DPRD

KoE. (B)
8.

Tempat

Dinas
Perhubunga
n;

4. UPTD Parlar;
5. Bag. Hukum.



r lHunian
Berimban

Hunian
Berim

Pembatasan Pembatasan

9.

Angkutan
Kelas Jalan
dan / ara u
Klasifikasi

Angkutan i

Kelas Jalan V
dan / atau
Klasifikasi 

L

.Ialan i

Prakarsa
: DPRD

Kom. (C)

'. :'il}l.L:-f
Perlindungan
Makanan

PraLarsa
DPR.D

Kom. (D)

Pembentuk
I ^,, Badan

I Usaha Milik
Rukun
Warga
(BUM-Rw)

11. dan Pasar
Uang I n tern
Baclan
Usaha Milik
Warga
(PU IBU M -

RW)

Pembentuka
n Badan
Usaha Milik
Rukun
Warga (BUM-
RW) dan
Pasar Uang
Intern Badan
Usaha Milik
Warga
(PUIBUM-
Rw)

Piakaraa
Arrggota
DPRD /

BPP

i

ten Pelalanan

1. UU.
Nomor 28
Tahun
2009
tentang
Paj ak
Daerah
dan
Retribusi
Daerah;

2.PP. Nomor
97 Tahun

. Badan
Perencanaan
Pembangun;

. Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan;

. Dinas Tenal
Kerja;

te n tan€i
Penvelerrgga
raan
Ketenagake
rj aan

Pemtrnaan
dibidang
Ketenagakerj
aan

L2.

lJoalal3' Ki."hn r,,,,
Daeralr

Upata
Kesehatan
Daerah

2012
tentang
Retribusi
Pengendali
an Lalu
Lintas dan
Retribusi
Perpanjan
garr lzrn
Mempeker
jakan
Tenaga
Kerja
Asing

Undang-
Undang
Nomor 36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan

t. Bagian
Organrsasi
dan Tate
Laksana;

i. Kantor
Imigrasi;

i. Dinas Tenage
Kerja,
Kependuduka
n dar
Transmigrasi
Provinsi Jawe
Timur;

1-Dinas
Kesehatan;

2.Dinas
Pendapatan
dan
Pengelo)aan

Prakarsa
DPRD

Prakarsa
DPRD

Penr ertaan
14. Modal

kepada PT.

I BPR. Sun'a
lArtha

Penyertaan
Modal
kepada Pl.
BPR. Surya
Artha Utama

Undang-
Undang
Nomor 25
Tahun
2007
tentang
Penanaman

.Badan 
i

Perencanaan i

Pembangun; 
I.Badan I Prakarsa

Koordinasi I oPnP
dan I

Pelayanan
Penanaman



Utama Modal Modal;
3.Dinas

Pendapatarl
dan
Pengelolaan
Keuanganl

15.

Pen] ertaan
ModaI
kepada PT.
BPR. Jatim

Penyertaan
Modal
kepada Pf.
BPR. Jatim

Undang-
Undang

Nomor 25
Tahun
2007

tentang
Penanaman

Modal

l.Badan
Perencanaan
Pembanguna;

2.Badan
Koordinasi
dan
Pelayanan
Penanaman
Modal;

3.Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan;

Prakarsa
DPR.D

16.

lztn
Mendirikan
Reklame
dan Pajak
Reklame

Izin
Mendirikan
Reklame dan
Pajak
Reklame

Undang-
Undang
Nomor 28
tahun 2009
tentang
Paj ak
Daerah dan
Retribusi
Daerah

1 . Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang;

2. Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan;

3. Dinas
Pekerjaar
Umum Bina
Marga dan
Pematusan;

4. Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan

Prakarsa
DPRI)

I

I

Pengelolaan
Kualiras Air

dan

,"- Pengendalian
Pencemaran

Air

Pengelolaan
Kualitas Air

dan
Pengendalian
Pencemaran
Air di Kota
Surabaya

1, UU,
Nomor 1 I
Tahun
t97 4
tentang
Pengairan

2. PP. Nomor
82 Tahun
2001
tentang
Pengelolaa
n Kualitas
Air dan
Pengendal
iarr
Pencemar
an Air;

1 Badan
Perencanaa
n
Pembangun
an;

2. Badan
Lingkungan
Hidup.

Usulan
Pemda

Perubahan
ta. i Atas

Peraturan
Daerah
Kota

] Surabala
Nomor 8
Tahun 20 1 O

tentang
Retribusi

Penyesuaian
ketentuan
pungutan
retribusi
daftar ulang
iztn
gangguan

Undang-
Undang
Nomor 28
Tahun
2009
tentang
Paj ak
Daerah dan
Retribusi
Daerah

Badan
Perencanaa
n
Pembalgun
an;

2. Badan
Lingkungan
Hidup;

3. Dinas
Pendapatarl

Usulau
Pemda

I



Izin
Gangguan

dan
Pengelolaan
Keuanga]1

19.

Pedonan
Pembentuk
an
Organisasi
I,embaga
Pemberdaya
an
Masl arakat
Kelurahan,
Rukun
Warga dan
Rukun
Tetangga

Pedoman
Pembentuka
n Organisasi
kmbaga
Pemberdayaa
n Masyarakat
Kelurahan,
Rukun
Warga dan
Rukun
Tetangga
disesuaikan
dengan
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri
Nomor 5
Tahun 2007
tentang
Pedoman
Penataan
kmbaga
Kemasyaraka
tan

Peraturan
Menteri
Da,lam
Negeri

Nomor 5
Tahun
2007

tentang
Pedoman
Penataan
Lembaga

Kemasyara
katan

l,Badan
Perencanaan
Pembangunan
;

2.Bagian
Pemerintahan
dan Otonomi
Daerah;

3.Kecamatan;

4.Kelurahan Usulan
Pemda

i

20.

l

I

I

lztn
Penl elengga
raan
Bengkel
Umum
Kendaraan
Bermotor

Penzinan
Penyelenggar
aan Bengkel
Umum
Kendaraan
Bermotor

I UU. Nomor
22Tahun
2009
tentang
Lalu Lintas
dan
Angkutan
Jalan;
PP. Nomor
55 Tahun
2012
tentang
Kendaraan;
Keputusan
Menteri
Perhubung
an Nomor
KM 71
Tahun
1993
tentang
Pengujian
Berkala
Kendaraan
Bermotor;
Keputusan
Menteri
Perhubung
an Nomor
KM9
Tahun
2004
tentang
Pengujian
Tipe
Kendaraan
Bermotor;
Kep.
Menperind

2

+

)

Dinas
Perhubung
an;

Badan
Lingkunga
n Hidup;

Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan.

Usulau
Pemda



ag Nomor
KM.551/ M
PP/Kep/ 10

I 19e9
tentang
Bengkel
Umum
Kendaraan
Bermotor
sebagaima
na telah
diubah
dengan
Kep.
Menperind
ag. Nomor
KM.191/M
PP/Kepl6l
2007.

21.

Penr elengga
raan
Angkutarl
Orang
di Jaian
dengan
Kendaraan
Umr-rm

Penyelenggar
aan
Angkutan
Orang
di Jalan
dengan
Kendaraan
Umum

Undang-
Undang
Nomor 22
Tahun
2009
tentarlg
Lalu Lintas
dan
Angkutan
Jalan;
Peraturan
Pemerintah
Nomor 74
Tahun
20t4
tentang
Angkutan
Jalan;
Kep.
Menteri
Perhubung
an Nomor
35 Tahun
2003
tentang
Penyelengg
araan
Angkutan
Orang di
Jalan
dengan
Kendaraan
Umum.

Dinas
Perhubung
an;

Badan
Lingkunga
n Hidup;

Badan
Perencanaa
n
Pembangu
nan,

Usulaa
Pemda

22.

Perubahan
Atas
Petaturan
Daer-ah
Kota
Surabal,a
Nomor 5
Tahr-Ln 2010
tentang
Retribusi
Pelal anan
Kesehatan
pada Dinas
Kesehatan

Penyesuaian
ketentuan
pungutan
Retribusi
Pelal,anan
Kesehatan
pada Drnas
Kesehatan
Kota
Surabay-a

Undarg-
Undang
Nomor 28
Tahun
2009
tentang
Paj ak
Daerah dan
Retribusi
Daerah

1. Dinas
Kesehatan;

Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan

2.

Usulan
Pemda

l



Kota
Surabaya

t --
l I Perubahan

Peratura n
Daerah
Kota

| 1su.ob"-""
| ; Nornor 5
i Tahun 2oo8I 23. tentang

Ka\\_asan
Tanpa
Rokok dan
Karr asan
Terbatas

lMe.okok

i

I

Penambahan
Kar{asan
Tanpa
Rokok yang
semula 5
(1ima)
kalr'asan
menjadi 7
(tujuh)
kawasan

Peraturan
Bersama
Menteri
Kesehatan
dan Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
188 / MENK
EslPBltl2
011 dan
Nomor 7
Tahun
201- t
tentang
Pedomal
Pelaksanaa
n Kawasan
Tanpa
Rokok

Dinas
Kesehatan

Badan
Lingkungan
Hidup

Dinas
Pekerjaan
Umum
Cipta Karya
dan Tata
Ruang

Usulan
Pel[da

]Perubahan
i Kedua atas
lPeraturan

, I Daeratr
; Kota

lSurabara
I z+. Non.ior I 3

I Tahun 2010
i tentang
lRetribusi
iPemakaian

KekaYaan
Da".ah

I

Penambahan
obyek
retribusi
pemakaian
kekal aan
daerah

Undang-
Undang
Nomor 28
Tahun
2009
tentang
Pajak
Daerah dan
Retribusi
Daerah

1. Dinas
Pengelolaan
Bangunan
dan Tanah;

2. Dinas
Pendapatan
dal
Pengelolaan
Keuangan

3. Dinas
Kebudayaart
dan
Pariwisata

UsuIan
Pelrda

i lzirt

lPemaka:an
Tanah

25.

Peninjauan
kembali
terhadap
Peraturan
Daerah
Kotamadya
Daerah
Tingkat ll
Surabal'a
Nomor 1

Tahun 1997
rentang Tzin
Pemakaian
Tanah

1. Badan
Perencanaa
n
Pembangun
an;

2. Dinas
Pengelolaan
Bangunan
dan Tanah;

3. Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan

Usulan
Peada

i

I

I Penr elerrssa

| .uun
26. Penanaman

Modal di
Kota
Surabar a

Penl'elenggar
aan
Penanaman
Modal di
Kota
Surabaya

Undang-
Undang
Nomor 25
Tahun
2007
tentang
Penalaman
Modal

1. Badan
Perencanaan
Pembanguna
n;

2. Badan
Koordinasi
dal
Pelayanan
Penanaman
Modal:

UsuIan
Pemda



27.

Pembangun
an Jaringal
utilitas
Terpadu di
Kota
Surabal a

3. Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan;

pelaksanaan
dan
pengendalian
pembanguna
n jaringan
utilitas di
Kota
Surabal'a

Peraturan
Pemerintah
Nomor 29
Tahun
2000
tentang
Penyelengg
araan Jasa
Konstruksi
sebagaiman
a telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 59
Tahun
2010

Badan
Perencanaa
n
Pembangun
an;
Dinas
Pekelaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan;

Dinas
Pekerjaan
Umum
Cipta Karya
dan Tata
Ruang.

Usulan
Pemda

Perubahan
Atas
Peraturan
Daerah
Kota
Surabal a

Nomor 10
Tahun 20 10
tentang
Pajak Bumi
dan
Bangunan
Perkotaan

28. I

Penl,empurn
aan &
penyesuaian
dengan
peraturan
perundang-
undangan
yang terbaru

Undang-
Undang
Nomor 28
Tahun
2009
tentang
Paj ak
Daerah dan
Retribusi
Daerah

Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan Usulan

Pemda

29.

Peruirahan
Atas
Peraturan
Daerah
Kota
Surabal,a
Nomor 4
Tahun 201 1

tentang
Pajak
Daerah

Penyempurn
aan &
penyesuaian
dengan
peraturan
perundang-
undangan
yang terbaru

Undang-
Undang
Nomor 28
Tahun
2009
tentang
Pajak
Daerah dan
Retribusi
Daerah

Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan

Usulan
Pemda

Retribusr
Izin Tempat
Penjualan
Mrnuman
Beralkohol30. i

I

L

I

Penetapan
Retribusi Izin
Tempat
Penjualan
Minuman
Beralkohol

Peraturan
Presiden
Nomor 74
Tahun
2073
tentang
Pengendalia
n dan
Pengawasa
n Minuman
Beralkoho

1. Dinas
Perdaganga
n dan
Perindustria
n;

Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata

2.

Usulan
Pemda

2.



Pencabnti
Peraturan
Daerah
Kota
Surabar a

32,

Perrrbahan
atas
Peratu rarr
Daelah
Nolnor 6
Tahun 2008
tentang
Pertr sahaan
Daerah
Pasar Str r-va

Nomor 13
Tah un 2OC

ten tang
Retr-rbusi
Pasar
Grosir
dan / atatt
Pertokoan
serta PLlsa
Perbelania
n Pasar
Turi

Penambaha
n
Pen\ ertaan
Moclal
Pemerintah
Daelah
kepada
Perusahaan
Daerah Ai
Minum
Surr a
Sembada33.

kedua kali
dengan
Peratu ran
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
2lTahun
2011

Mencabut
Peraturan
Daerah Kota
Surabaya
Nomor 13
Tahun 2001
tentang
Retribusi
Pasar Grosir
dan/atau
Pertokoan
serta Pusat
Perbelanjaan
Pasar Turi

0l I

Dinas
Perdagalgan
dan
Perindustrian

Usulan
Pemda

PenJ'empurn
aan tujuan,
kinerJa dan
organisasi
Perusahaan
Daerah Pasar
Surya guna
menrngkatka
n pelayanan
kepada
masvarakat

Permendagr
i Nomor 13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaiman
a telah
diu bah
kedua kali
dengan
Peraturan
Menterr
Dalam
Negeri
Nomor
2lTahun
2011

Bagian
Perekonomi
an dan
Usaha
Daerah;
Perusahaan
Daerah
Pasar
Surya;

Usulan
Pemda

Penambahan
Penl'ertaan
Modal
PemerinIah
Daerah
kepada
Perusahaan
Daera} fur
Mrnum Surl a
Sembada

V

Peraturan
Menteri
Dalam l

Negeri i

Nomor 13 
I'I ahun

2C/C/6 v
tentang
Pealoman
Pengelolaan
Keuangan I

Daerah I

sebagaiman I

a telah
dru bah

1 . Bagian
Perekonomi
an dan
Usaha
Daerah;

2. Perusahaan
Daerah Air
Minum
Surya
Sembada. Usulao

Pemda
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34.

Penambaha
n
Pen-,-ertaan
Modal
Pemerintah
Daerah
kepada
Perusahaan
Daerah
Pasar Sur-t'a

Penambahan
Penyertaan
Modal
Pemerintah
Daerah
kepada
Perusahaan
Daerah Pasar
Surya

Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor 13
Tahun
2006
tentang
Pedomal
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaiman
a telah
diubah
kedua kali
dengart
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
2lTahun
2011

1. Bagian
Perekonomi
an dan
Usaha
Daerah;

Perusa-traan
Daerah Air
Minum
Surya
Sembada.

2.

Usulan
Pemda

Zonast
Pesisir Kota
Surabaya

35.

Zonasi
Pesisir Kota
Surabaya

Undarg-
Undang
Nomor 27
Tahun
2007
tentang
Pengelolaan
Wilayah
Pesisir dan
Pulau-
Pulau Kecil

Badan
Perencanaa
n
Pembangun
an;
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang;
Dinas
Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan.

Usulan
Pemda

,

35-

I

Rencana
Pembangun
an .rangka
Menengah
Daerah
Kota
Surabal a
Tahun
2016 202t

Rencana
Pembanguna
n Jangka
Menengah
Daerah Kota
Surabal'a
Tahun 2016-
2021

Peraturan
Pemerintah
8 Tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tata Cara
Penyusuna
n,
Pengendalia
n dan
Evaluasi
Pelaksanaa
n Rencana
Pembangun
an
Daerah

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n

UsuIan
Peada

Pemberian
Nama
Ja1an,
tempat
Rekreasi,
Taman dan
TemDat

37.

Pemberian
Nama Jalan,
tempat
Rekreasi,
Taman dan
Tempat Lain
untuk Jalan

Dinas
Pekerjaan
Umum Cipta
Karya dan
Tata Ruang

Usulan
Pemda
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Usulan
Pemda

1 Dinas
Pekerjaan
Umum
Cipta Karya
dan Tata
Ruang;

. Dinas
Pengelolaan
Bangunan

Undang-
Undang
Nomor 20
Tahun
201t
tentang
Rumah
Susun

Perubahan
atas
Peraturan
Daerah
Kota
Surabal a
Nomor 12
Tahun 20 12
tentang
Retribusi
lztn
Mendirikan
Bangunar:

Dinas
Pekerjaan
Umum
Cipta Karya
dan Tata
Ruang;

Dinas
Pengelolaan
Bangunan
dan Tanah.

Usulau
Pemda

Undang-
Undang
Nomor 2A
Tahun
2009
tentang
Paj ak
Daerah dan
Retribusi
Daerah

Penambahan
ob1.'ek

retribusi Izin
Mendirikan
Bangunan

1. Badan
Perencanaan
Pembanguna
n;

. Dinas
Peke4aan
Umum Cipta
Karya dan
Tata Ruang.

Usulaa
PemdaRencana

Detail Tata
Ruang Kota

Penyusunan
Rencana
Detail Tata
Ruang Kota

4t.

Perubahan
atas
Peraturan
Daerah
Kota
Surabal a
Nomor 7
Tahun 20 10
tentang
Penl.erahan
Prasarana,
Sarana dan
Utilitas
pada
Kal asan
lndustri,
Perdaganga
n,
Perumal-ran
dan
Perm ukinla
n

Tata Cara
Penyerahan
Prasarana,
Sarana dan
Utilitas pada
Kau,asan
Industri,
Perdagangan,
Perumahan
dan
Permukiman

Badan
Perencanaa
n
Pembangun
an;
Dinas
Pekeqaan
Umum
Cipta Karya
dan Tata
Ruang.
Dinas
Pekerjaan
Umum
Cipta Karya
dan Tata
Ruang;
Dinas
Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan;
Dinas
Kebersihal
dan
Pertamanan

Usulan
Pemda



72

42.

Pencegahan
dan
Penanggula
nSan
Bahava
Kebakaran

Pencegahan
dan
Penanggulan
gan Bahaya
Kebakaran

Pencabutan
Peraturan
Daerah
Kota
Surabaya
Nomor 1 1

Tahun 20 12
tentang
Retribusi
Pemeriksaa
n Alat
Pemadam
Kebakaran

Pencabutan
keseluruhan
substansi
dalam
Peraturan
Daerah

Peninjauan
struktur dan
besaral Tarif
Retribusi
Pengendalian
Menara
Telekomunik
asi
sehubungan
dengan
adan].a
putusan
Mahkamah
Konstitusi

Pembahan
atas
Peraturan
Daerah
Kota
Surabaya
Nomor 1

Tahun 20 13
tentang
Retribusi
Pengendalia
n Menara
Telekomuni
kasi

Usu1an
Pemda

Badan
Lingkungan
Hidup;
Dinas
Kebakaran;
Dinas
Perhubunga
n;
Dinas
Pekerjaan
Umum
Cipta Kar,'a
dan Tata
Ruang;
Dinas
Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan;
Dinas
Pengelolaan
Bangunan
dan Tanah.

Undang-
Undang
Nomor 26
Tahun
2007
tentang
Penataan
Ruang

1. Badan
Perencanaa
n
Pembangun
an;

Dinas
Kebakaran;

Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaal

Usulan
Pemda

Undang-
Undang
Nomor 28
Tahun
2009
tentang
Pajak
Daerah dan
Retribusi
Daerah

Badan
Perencanaa
n
Pembangun
an;

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika;

Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan

Usulau
Pemda

Perubahan
atas
Peraturan
Daerah
Kota
Surabal,a
Nomor 16
Tahun 2012
tentang

Penyesuaian
dengan 

i

kervenangan
Pemerintah
Kabupaten/ K
ota
sebagaimana
ditetapkan
dalam

Undang-
Undang
Nomor 23
Tahun
2014
tentang
Pemerintah
an Daerah
sebagaiman
a telah

. Badan
Perencanaa
n
Pembangun
an;

. Dinas
Pendidikan;

. Dinas

Usulan
Pemda
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Pendidikan

Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan;

. Bagian Bina
Program.

diubah
kedua kali
dengan
Undang-
Undang
Nomor 9
Tahun
2015

Undang
Nomor 23
Tahun 2014
tentang
Pemerintaha
n Daerah
sebagaimana
telah diubah
kedua kali
dengan
Undang-
Undang
Nomor
9 Tahun
20 15

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAIT KUMULATIF TERBUXA

Usulan
Pemda

Rancangan Peraturan
Daerah akibat
putusan Mahkamah

Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Rancangan Peraturan
Daerah akibat
pembatalan atau
klarihkasi dari
Menteri Dalam
Negeri/ Gubernur
Jaq'a Timur

Rancangan Peraturan
Daerah akibat
perintah dari
peraturan perundang-
undangan yang lebih
tinggi setelah Prolegda
ditetapkan

SURABAYA, 25 Nopember 2O 15

RAI(YAT DA.ERAH
YA


